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BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengumpulan data di Provinsi

Kalimantan Barat, maka dapat dikemukanan kesimpulan mengenai

kebijakan yang diambil pemerintah Kalimantan Barat untuk melindungi

produk-produk lokalnya dari ancaman produk China akibat pemberlakuan

ACFTA yaitu dengan memberlakukan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

untuk semua produk-produknya. Hal ini diberlakukan mengingat daerah

Kalimantan Barat merupakan Entry Point (pintu masuk) barang-barang luar

negeri antara lain : Elektronika, mainan anak-anak, alas kaki, pakaian jadi

serta makanan dan minuman yang akan mengancam bagi industri komoditi

tersebut yang sentra produksinya ada di pulau Jawa dan sekitarnya.

Selain itu juga, untuk menghadapi ACFTA 2010 langkah-langkah atau

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan Barat antara

lain :

1. Meningkatkan daya saing ekspor dengan memeperhatikan faktor langsung

dan tidak langsung .

2. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sendiri disamping

intensifikasi alih teknologi dan membeli teknologi

3. Mengeksploitasi keunggulan-keunggulan nasional / daerah menggunakan

teknologi ciptaan sendiri seperti : listrik bio diesel, listrik lahan gambut.
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B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, menjadi penting untuk

membuat saran agar Pemerintah Kalimantan Barat secepatnya memberlakukan

standardisasi untuk melindungi produk-produk lokalnya dan memberi batasan

untuk produk-produk China yang masuk ke pasaran secara bebas mengingat

Kalimantan Barat sebagai entry piont untuk masuknya produk-produk luar.

Sehingga sangat diharapkan dan perlu dipertimbangkan agar pemberlakuan

peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-Dag/Per/12/2008 yang berlaku

efektif sampai dengan Desember 2010 dapat diperpanjang pemberlakuannya

sebagai salah satu alat pencegahan masuknya produk dari luar.

Selain itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah juga diharapkan untuk mendukung adanya negosiasi ulang terhadap

pemberlakuan ACFTA ini, agar pemberlakuan ACFTA ini bisa

menguntungkan bagi kedua negara dan tidak hanya menguntungkan China

saja. Sehingga perdaganan bebas antara Indonesia dan China ini tidak berjalan

berat sebelah atau tidak seimbang yang merugikan berbagai macam sektor

sampai ke daerah-daerah serta memberikan perlindungan dengan memberikan

hak paten untuk produk-produk lokal kita, sehingga Hak atas Kekayaan

Intelektual terlindungi, seperti yang di himbau oleh WTO.
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